SALINAN

3
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ~ TAHUN 2017

TENTANG

WMMIWADAMDM“
MINUM KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

\yhlnibmg a. bahwa menindaklanjuti Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri
: Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman

’ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
I PunbeﬂnnSubddiPcmennuthhKepadaBadanUsaha
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan.
Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Duerah  Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran negara Tahun 1953 Nomor 9) Scbagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran N¢5ﬂl
Republik Indonesia Nomor 1820); «=

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); **

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaon  Negara {(Lembaran  Negara chubllk
indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; &

4, Undum-Undmc Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pamu-nmnu Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kwansln

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
' 66. mmm Lembaran Negara Bcpnbmt Indonesia
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scbagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. |
Surat Penyediaan Dana yang aelanjuh\ya

: sebagm dasar penerbitan SPP.

v alle Ll

Scanned by CamScanner




18. Tim Anggaran Pemerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

19. Pejabat Pengelolan Keuangan Dacrah adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

20. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada Badan Usaha Milik Dacrah Penyelenggara SPAM yang bertujuan
untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

(1) Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan merupakan F
pedoman pemberian subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito
Sehtnn melsput: pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
ggur wahan ‘monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap
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PENGELOLAAN SUBSIDI
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan subsidi sesuai
kemampuan keuangan dacrah.

(2) Pemberian subsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pemberian bantuan biaya produksi dengan tujuan agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,
yang diberikan kepada PDAM Kabupaten Barito Selatan.

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai

. dengan keperluan perusahaan dacrah Air Minum penerima  subsidi
sebagaimana termuat dalam Peraturan Dacrah tentang APBD.

| - =" Pasal 5

Subssdlaebagaimanadfmakmdpﬁamliw
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Pasal 7

(1) Subsidi berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) RKA-PPKD  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran subsidi dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Subsidi berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja subsidi, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan
pada PPKD.
nama penerima dan besaran Subsidi.

Bagian Ketiga
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Pasal 10

(1) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dilakukan
melalui transfer dana dari rekening kas dacrah ke rekening penerima,
dengan tahapan sebagai berikut
a. Penerbitan SPD oleh Bendahara Pengeluaran PPKD selaku BUD;

b. Penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD;
¢. Penerbitan SPM oleh Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
d. Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
(2) Penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan apabila :
a. Anggaran untuk keperluan tersebut masih tersedia dalam kode rekening
belanja berkenaan; }
b. Tersedia dana untuk keperluan tersebut dalam rekening kas daerah; dan
c. Seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan telah lengkap
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Pasal 13

(1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan subsidi yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

a. laporan penggunaan subsidi;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa subsidi yang
diterima telah digunakan sesuai usulan; dan

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

® (4) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh penerima  subsidi

pemeriksaan. 1
penerima subsidi tidak

selaku obyek
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD dalam rangka
penyclenggamnSPAMyangbcmdadiwﬂayahnya. . "

(2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM yang
dilakukan oleh BUMD yang berada di wilayahnya. |

(3) Pengawasan dilaksanakan olch Aparat Pengawas Internal Pemerintah
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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